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hambatan, ditambah ketiadaan SOP yang mengatur alur verifikasi, dan perbaikan
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Pendahuluan

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang
diselenggarakan BPJS Kesehatan menjamin seluruh penduduk Indonesia memperoleh
perlindungan kesehatan yang komprehensif dan merata, dengan pembiayaan pelayanan
kesehatan ditanggung melalui skema INA-CBG’s. Rumah Sakit mengajukan klaim
berdasarkan diagnosis yang dikodekan dalam rekam medis pasien, dan klaim ini sangat
penting sebagai pengganti biaya perawatan pasien. Klaim diajukan setiap bulan dan harus
dibayar BPJS maksimal 15 hari setelah dokumen diterima lengkap, serta tidak boleh
melewati batas waktu enam bulan sejak pelayanan selesai. Proses klaim mencakup tahap
verifikasi administrasi oleh BPJS untuk memastikan ketepatan dan kelayakan berkas.
Dokumen yang tidak sesuai akan dikembalikan ke Rumah Sakit untuk konfirmasi, dan
keterlambatan atau ketidaksesuaian klaim berpotensi merugikan Rumah Sakit karena dapat
menyebabkan klaim tidak dibayarkan.
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Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit X dari 20 hingga 29
Desember 2024 di bagian JKN-Kis menunjukkan bahwa verifikator BPJS masih menunggu
berkas klaim untuk dikonfirmasi baik berkas rawat jalan maupun rawat inap. Data dari
Januari hingga Oktober 2024 disajikan di sini.

Tabel 1. Data Pending Klaim Rumah Sakit X Januari-Oktober Tahun 2024

Bulan Berkas Berkas Klaim Total Berkas Berkas Klaim Total
Klaim Layak RI Berkas Klaim Layak R] Berkas R]
Pending R1 RI Pending R]
) %o 2 %o 2 2 %o 2 %o 2
Januari 19 4 % 468 96 % 487 65 4% 1.635 96 % 1.700
Februari 14 4 % 370 97 % 382 56 4% 1.325 96 % 1.381
Maret 17 3% 567 97 % 584 28 2% 1.545 98% 1.573
April 20 3 % 601 97 % 621 38 6% 1.638 98 % 1.676
Mei 15 3% 579 97 % 594 87 5% 1.554 95 % 1.641
Juni 22 5 % 415 95 % 437 98 7% 1.312 93 % 1.410
Juli 36 9% 348 90 % 384 109 7% 1.354 93 % 1.463
Agustus 46 11 % 364 89 % 410 165 11 % 1.299 89 % 1.464
September 22 7 % 311 93 % 333 35 2% 1.230 97 % 1.265
Oktober 51 14 % 312 86 % 363 131 9% 1.309 91 % 1.440
Total 262 574% 4335 95% 4.559 812 5% 14.201 95 % 15.013

Sumber: Data Sekunder Pending Klaim BPJS Kesehatan Rumah Sakit X (2024)

Tabel 1. 1 menunjukkan bahwa kejadian pending klaim rawat inap di Rumah Sakit
X dari Januari hingga Oktober 2024 lebih banyak berdampak pada pendapatan Rumah Sakit
daripada pending klaim rawat jalan. Ini menunjukkan bahwa persentase pengembalian
berkas klaim BPJS rawat inap lebih besar daripada persentase pending klaim rawat jalan.
Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pending klaim rawat inap menghabiskan lebih banyak
uang daripada pending klaim rawat. Selain itu dampak dari klaim pending dapat
mengakibatkan cashflow Rumah Sakit terganggu, menghambat kegiatan operasional Rumah
Sakit seperti ketersediaan obat, pembayaran insentif pegawai yang kemudian akan
berdampak pada mutu pelayanan yang diberikan Rumah Sakit kepada pasien hal ini sesuai
dengan penelitian [1]. Melihat dari hasil persentasi sehingga peneliti memilih untuk
meneliti pending klaim rawat inap berdasarkan persentase yang diperoleh.

Salah satu faktor yang diduga menyebabkan pending klaim rawat inap adalah aspek
motivasi, terutama terkait reward dan punishment dalam proses klaim BPJ]S. Berdasarkan
studi pendahuluan pada 20-29 Desember 2023 di bagian JKN-KIS Rumah Sakit X serta hasil
wawancara dengan koordinator JKN-KIS, diketahui bahwa meskipun pimpinan RS telah
memberikan reward, namun nominalnya menurun dibanding tahun sebelumnya, tidak
merata bagi seluruh tim, dan tidak ada sistem punishment yang diterapkan. Padahal
punishment berperan penting dalam menjaga kedisiplinan petugas dan membantu
meminimalkan kesalahan serta penurunan kinerja [2]. Hal ini sejalan dengan penelitian
Manurung et al. (2020) yang menyebutkan bahwa tidak adanya reward dan punishment
berdampak pada tingginya kesalahan koding dan rendahnya kepatuhan dokter dalam
mengisi resume medis, yang menjadi penyebab utama pending klaim.
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Selain motivasi, faktor opportunity juga berperan, meliputi job description, SOP, dan
pelatihan. Berdasarkan studi pendahuluan, belum tersedia tupoksi tertulis serta struktur
organisasi tim JKN-KIS dalam pelaksanaan proses klaim. Menurut Wiwin (2010) dalam
Syelviani (2017), job description sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara
tepat. Robbins & Judge (2008) dalam Alfiansyah et al., (2020) juga menyebutkan bahwa
ketidakjelasan job description dapat menyebabkan stres kerja karena beban yang tidak
terukur. Job description yang jelas dapat membantu dalam merinci pekerjaan dan berkas
klaim rawat inap sesuai tanggung jawab masing-masing petugas. Sementara itu, belum
adanya SOP tertulis untuk proses pengajuan klaim dan struktur organisasi di bagian JKN-
KIS mengakibatkan proses tidak berjalan sesuai standar. Menurut Alfiansyah et al. (2020),
ketiadaan SOP turut menghambat komunikasi efektif, padahal SOP dapat membantu
pimpinan memberikan arahan yang jelas dan membangun motivasi petugas. Selain itu,
belum tersedianya pelatihan khusus bagi coder rawat inap menyebabkan kurangnya
pemahaman dalam koding, yang merupakan salah satu penyebab tertinggi pending klaim.
Pelatihan sendiri merupakan cara sistematis dan terencana untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja [6].

Faktor ability juga turut berkontribusi, yaitu kurangnya pengetahuan dan
pengalaman para dokter, petugas JKN-KIS karena minimnya pelatihan mengenai diagnosa,
koding, dan proses klaim BPJS. Hal ini diperburuk dengan latar belakang pendidikan
sebagian besar staf dan koordinator JKN-KIS yang bukan dari RMIK, sehingga tidak sesuai
dengan kualifikasi tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Akibat dari pending klaim ini,
terjadi keterlambatan pemasukan dana rumah sakit yang menghambat operasional, seperti
pengadaan obat, pembayaran jasa pelayanan, dan alat medis, yang pada akhirnya
mempengaruhi mutu layanan kepada pasien. Hal ini sesuai dengan temuan Hartanti (2018).
Selain itu, tim JKN-KIS juga mengalami beban kerja tambahan karena harus memperbaiki
berbagai aspek yang menyebabkan pending klaim. Nuraini et al., (2019) menyebutkan
bahwa keterlambatan pembayaran klaim akan mengganggu arus kas rumah sakit dan
merugikan secara finansial. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul Analisis Pending Klaim Rawat Inap di Rumah Sakit X
Tahun 2025.

Metode Penelitian

Jenis/Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan
penelitian kualitatif ini adalah untuk menelaah secara dalam secara filsafat postpositivisme
tentang pending klaim rawat inap di Rumah Sakit berdasarkan teori kinerja Robbins yang
terdiri dari faktor motivation, opportunity, dan ability.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang DPJP
Penyakit dalam, dan 5 orang unit JKN KIS yang terdiri dari 2 orang koder rawat inap, 1
orang Koordinator JKN KIS, 1 orang petugas entry rawat inap dan 1 orang verifikator rawat
inap. Informan utama dalam penelitian ini adalah petugas koder rawat inap dan DPJP
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penyakit dalam. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah koordinator JKN KIS,
petugas entri rawat inap, petugas verifikator internal.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
wawancara, dokumentasi, observasi.

Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah uji
kredibilitas yang dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data dan Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Pending Klaim Rawat Inap Berdasarkan Faktor Motivasion (Motivasi)
Reward (Penghargaan)

Penghargaan adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada pekerja karena
kinerja dan kontribusi mereka [6]. Sebagai contoh, pujian, penghargaan, bonus hari raya,
dan piagam penghargaan diberikan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan individu,
menurut Dekas (2019). Berikut merupakan hasil wawancara dengan beberapa informan
terkait dengan reward.

“Tidak pernah”
Informan 1, 2025
“Saya belum pernah mendapatkan reward terkait klaim BP]S RI”
Informan 2, 2025
Berdasarkan hasil wawancara tersebut informan menyebutkan bahwa mereka tidak

pernah mendapatkan reward atau insentif apa pun yang terkait dengan klaim rawat inap
melalui BPJS Kesehatan. Ketiadaan reward atau insentif tersebut berpotensi memengaruhi
tingkat motivasi dan kinerja pegawai dalam menjalankan proses klaim. Menurut
Rahmadhani et al (2020) tidak adanya pemberian reward dapat berdampak negatif terhadap
semangat kerja, loyalitas, dan produktivitas karyawan dalam menjalankan tugasnya secara
optimal[8]. Selain insentif reward juga bisa dalam bentuk pujian yang diberikan kepada
petugas meningkatkan motivasi dan semangat mereka untuk bekerja.

“Tidak pernah mendapat pujian terhadap hasil kerja”
Informan 2, 2025
“Rasa-rasanya tidak pernah ya dipuji”
Informan 3, 2025

Hasil wawancara dengan informan yang terlibat dalam proses klaim BPJS terdiri dari

dua koder, satu DPJP, dan satu petugas entri data menunjukkan bahwa mereka tidak
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pernah menerima reward atau pujian dalam bentuk apapun terkait penyelesaian klaim.
Pemberian reward dinilai penting untuk meningkatkan kinerja petugas dan mencegah
terjadinya pending klaim. Ini sejalan dengan penelitian Nuraini et al. (2019), yang
menemukan bahwa jika tidak ada penghargaan untuk kinerja yang baik dalam mengelola
tile klaim BPJS, itu dapat membuat petugas tidak bersemangat dan mengurangi tingkat
kinerja mereka.

Berbeda dengan empat informan sebelumnya, dua informan —koordinator JKN-Kis
dan petugas verifikasi internal Rumah Sakit —menerima penghargaan dan pujian.

“Ya ada pujian hanya sekedar, tapi kita sudah senang karena support dalam menyelesaikan
pending”
Informan 4, 2025
“Itu diberikan kepada seluruh tim casemix keseluruhan yang bekerja yang sudah entri sampai
melakukan pengiriman klaim dan juga kalo ada pending dikerjakan”
Informan 6, 2025
Hasil wawancara dengan empat informan menunjukkan bahwa belum pernah ada

pujian atau insentif yang diberikan.

Pemberian reward kepada petugas JKN-KIS merupakan strategi penting dalam
meningkatkan motivasi dan kinerja, khususnya dalam penyelesaian klaim BPJS. Reward
yang diberikan secara adil dan terukur tidak hanya berfungsi sebagai bentuk apresiasi,
tetapi juga sebagai insentif untuk mendorong efisiensi kerja, menurunkan jumlah klaim
pending, serta mempertahankan kualitas pelayanan [9]. Berdasarkan hasil wawancara di
Rumah Sakit X menunjukkan bahwa belum meratanya pemberian reward berdampak
negatif terhadap semangat kerja petugas. Oleh karena itu, implementasi sistem reward
berbasis capaian kinerja dengan indikator yang objektif, baik dalam bentuk finansial
maupun non-finansial seperti sertifikat, pelatihan, dan promosi jabatan, menjadi solusi
yang relevan. Sejalan dengan penelitian Lestari & Saroyo (2022), pemberian penghargaan
yang proporsional terhadap kontribusi karyawan berkontribusi signifikan dalam
meningkatkan efisiensi dan kualitas kinerja secara berkelanjutan [10]. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa reward merupakan faktor penyebab pending klaim rawat inap.

Punishment (Hukuman)

Sanksi, atau hukuman, adalah tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan
oleh karyawan secara sadar untuk mencegah mereka melakukan hal yang sama lagi [6].
Dalam penelitian ini, hukuman yang dimaksud adalah teguran bagi petugas yang tidak
melakukan tugas dengan hati-hati sehingga klaim rawat inap ditunda. berdasarkan temuan
dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di Rumah Sakit X mengenai
hukuman berikut:

“Sejauh ini belum ada, hanya ditegur secara lisan untuk hukuman belum ada”
Informan 4, 2025
“Tidak ada, kebetulan di Rumah Sakit kita belum ada hospital by_laws yang mengatur

tentang punishment atau reward, hanya tequran secara lisan.”
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Informan 6, 2025
Hasil wawancara dengan informan di Rumah Sakit X menunjukkan bahwa teguran

lisan adalah sanksi yang diberikan untuk kinerja petugas tersebut. Namun, karena undang-
undang hospital belum mengatur sanksi atau pembayaran, tidak ada prosedur pemberian
sanksi. Meskipun demikian, teguran tersebut mampu mendorong disiplin kerja petugas.
Penerapan punishment yang tepat dapat meningkatkan kedisiplinan, memperbaiki kinerja,
dan mengurangi klaim pending [11]. Hubungan antara punishment dan klaim pending
bersifat timbal balik, di mana sanksi dapat menjadi alat kontrol yang memotivasi petugas
untuk bekerja lebih cermat dan sesuai prosedur.

Penelitian menunjukkan bahwa pemberian punishment berdampak positif karena
membuat petugas lebih berhati-hati dalam bekerja. Namun, di Rumah Sakit X, punishment
terhadap penundaan klaim BPJS masih terbatas pada teguran lisan, yang dinilai kurang
efektif dalam mencegah klaim pending di masa mendatang. Oleh karena itu, disarankan
penerapan sanksi administratif yang lebih tegas dan selektif, seperti teguran tertulis,
pengurangan tunjangan, atau pembatasan akses sistem klaim. Penelitian Herman (2020)
juga menyebutkan bahwa pentingnya sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan tugas
dengan baik. Dalam jangka panjang, punishment perlu diintegrasikan dengan evaluasi
kinerja dan disertai pembinaan, guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan
klaim [12]. Pendekatan ini menekankan bahwa punishment harus bersifat konstruktif dan
berbasis data, agar fokus pada perbaikan sistem, bukan pada individu semata. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa punishment bukan merupakan faktor penyebab pending klaim
rawat inap.

Analisis Pending Klaim Rawat Inap Berdasarkan Faktor Opportunity (Peluang)
Job Description

Job Description adalah uraian atau pedoman pekerjaan yang jelas dan rinci yang
diselesaikan oleh seorang karyawan [13]. Job description yang jelas dan terstruktur berperan
penting dalam penanganan klaim pending, karena membantu setiap petugas memahami
tanggung jawab dan alur kerja yang harus dijalankan. Tanpa jobdesc, dapat terjadi
kebingungan peran, koordinasi yang lemabh, serta ketidakefisienan dalam proses verifikasi
dan penginputan klaim.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa informan tidak mengetahui
deskripsi pekerjaan. Berikut adalah hasilnya.

”Sejauh ini belum ada, kita hanya bekerja sesuai aplikasi INA CBG’s saja”
Informan 4, 2025
Seperti DPJP dan petugas entry, beberapa informan mengetahui deskripsi pekerjaan

untuk bagian mereka masing-masing.

"Yang saya tau kalo selesai pasien dipulangkan ya 2x24 jam begitu pulang langsung
diselesaikan resume medisnya”
Informan 3, 2025
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”Iya ada sebelum entri memilah, mensortir tiap klaim yg ada kalo tidak lengkap kembalikan ke
RM”
Informan 5, 2025

Berdasarkan wawancara sebagian informan tidak mengetahui job description karena

kurangnya sosialisasi tugas. Beberapa petugas hanya bekerja berdasarkan sistem yang ada,
sedangkan yang lain sudah memahami tanggung jawab sesuai posisinya. SK Tim JKN-KIS
di Rumah Sakit X memang memuat job description, tetapi belum mencakup seluruh staf,
belum terperinci, dan belum didistribusikan.

Penerapan job description di Rumah Sakit X masih belum merata, yang terlihat dari
perbedaan pemahaman tugas di antara petugas. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi
yang lebih efektif agar seluruh staf, terutama saat terjadi pergantian atau penambahan
pegawai, memahami tanggung jawab dan wewenang mereka dengan jelas. Job description
yang terstruktur mempermudah koordinasi, membagi tugas secara proporsional, dan
mengurangi risiko tumpang tindih serta kesalahan dalam proses klaim [14]. Selain itu,
jobdesc berfungsi sebagai pedoman kerja bagi tenaga medis, verifikator internal, koder, dan
petugas pengaju klaim agar proses berjalan lebih cepat, akurat, dan sesuai standar BPJS.
Ketidakjelasan peran dapat menyebabkan pegawai bekerja berdasarkan inisiatif pribadi
bukan standar operasional, yang berisiko menimbulkan keterlambatan atau penolakan
klaim. Peneliti menilai bahwa belum adanya jobdesc formal merupakan kelemahan
manajerial yang berdampak sistemik. Oleh karena itu, job description harus disusun secara
rinci dan ditinjau berkala sesuai perkembangan kebijakan dan sistem pelayanan Rumah
Sakit [15]. Permenkes RI No.26 Tahun 2014 dan Pedoman Manajemen RS juga menegaskan
pentingnya kejelasan tugas dalam alur klaim BPJS serta perlunya tim manajemen klaim
yang terlatih dan memiliki jobdesc yang terdokumentasi dengan baik. Sehingga dapat di
simpulkan bahwa job description merupakan faktor penyebab pending klaim rawat inap.

Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar
kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan [16]. Fasilitas yang memadai sangat berperan
dalam kelancaran proses pengajuan klaim dan berkontribusi langsung dalam menekan
angka klaim yang tertunda (pending claim) Adapun fasilitas yang dimaksud meliputi
komputer, printer, scanner, aplikasi SIMRS yang terintegrasi dengan e-claim dan v-claim,
jaringan internet yang stabil dan literatur kodefikasi (ICD-10/ICD-9 CM). Kurangnya
tasilitas tersebut dapat menghambat input data, verifikasi, dan pengiriman klaim ke BPJS,
yang berisiko menyebabkan keterlambatan atau pengembalian berkas. Hasil wawancara
menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan fasilitas di Rumah Sakit X, padahal
fasilitas juga berperan sebagai faktor pendukung motivasi kerja petugas.

" Belum memadai, komputer 4, 1 untuk scanner, 1 untuk verifikasi, 1 untuk pengajuan RI, 1
untuk pengajuan RJ”
Informan 4, 2025
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Hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara di bagian JKN KIS Rumah Sakit X
menunjukkan bahwa jumlah komputer yang diperlukan untuk memenuhi klaim masih
kurang. Karena keterbatasan anggaran dan jaringan internet sering dimatikan selama jam
kerja, penambahan perangkat belum dapat dilakukan. Selain itu, hanya ada dua printer dan
satu scanner yang tidak memenuhi kebutuhan klaim.

”Belum cukup printernya cuman 2, jadi kalau pekerjaan banyak yang lain akan tertunda tidak
bisa melakukan print.”
Informan 4, 2025
" Sangat kurang, memakai 1 scanner sangat tidak mencukupi”
Informan 5, 2025
Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa jumlah

printer dan scanner masih terbatas sehingga tidak bisa digunakan bersamaan. Selain itu,
jika digunakan terus-menerus tanpa jeda, alat tersebut sering mengalami error. Hal ini
menunjukkan perlunya perawatan berkala untuk mencegah kerusakan fasilitas pendukung
proses klaim BPJS. Keterbatasan komputer, scanner, dan printer menjadi hambatan besar
yang memperlambat pengajuan klaim. Sementara jumlah scanner dan printer terbatas,
empat komputer tersedia untuk verifikasi, pengajuan Rawat Inap (RI), dan Rawat Jalan (R]).
Kondisi ini menyebabkan tertundanya pekerjaan, terutama pada saat tingkat pekerjaan
tinggi. Jika anggaran terbatas, pengadaan perangkat tambahan akan terhambat. Akibatnya,
X. Susanto et al. (2021) harus membuat rencana kebutuhan fasilitas klaim BPJS di Rumah
Sakit. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang
memadai sangat memengarubhi efisiensi administrasi pelayanan kesehatan. Keterbatasan ini
bisa menyebabkan keterlambatan penyelesaian klaim dan mengurangi efektivitas layanan,
sehingga investasi dalam infrastruktur teknologi informasi menjadi penting.
Selain itu, peneliti mengajukan pertanyaan tentang hubungan antara SIMRS dan e-
klaim dan v-klaim di Rumah Sakit X.
Baru 2 hari yang lalu diajar, tapi untuk R]J tapi RI belum
Informan 6, 2025
Hasil wawancara menunjukkan bahwa di Rumah Sakit X, penggunaan sistem

bridging SIMRS dengan e-claim dan v-claim baru diperkenalkan untuk rawat jalan
sementara untuk rawat inap belum diterapkan. Sistem bridging memungkinkan pertukaran
data cepat dan akurat, mengurangi input manual, meminimalkan kesalahan, dan
mempercepat pengajuan klaim sehingga meningkatkan produktivitas. Penelitian
Mahmudah dkk. (2015) dalam Wahyudin dkk. (2019) juga membuktikan bahwa sistem
bridging meningkatkan efektivitas dan kecepatan dalam pengelolaan klaim. Oleh karena itu,
penerapan bridging di Rumah Sakit X perlu segera dioptimalkan melalui dukungan laporan
kepada pimpinan dan unit terkait agar klaim dapat diajukan tepat waktu dan lebih akurat.
Selanjutnya, peneliti bertanya tentang penggunaan ICD dalam proses klaim rawat
inap. Komputer tidak memiliki ICD 10 dan ICD 9 CM elektronik, menurut petugas koder.

"Tidak ada aplikasi khusus pada komputer”
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Informan 2, 2025
Koder di Rumah Sakit masih menggunakan ICD manual untuk kodifikasi penyakit

dan tindakan dalam proses klaim BPJS rawat inap. ICD berfungsi sebagai sistem klasifikasi
penyakit untuk keperluan data statistik morbiditas dan mortalitas [17]. Hasil observasi
menunjukkan bahwa koder rawat inap menggunakan ICD versi 2010 volume 3, sedangkan
rawat jalan masih memakai versi 2014, sehingga belum ada keseragaman sesuai regulasi.
Kondisi buku ICD juga tidak layak karena tidak lengkap dan tanpa sampul. Karena
keterbatasan tersebut, beberapa koder mencari kode melalui HP dan Google, yang berisiko
menghasilkan kode tidak akurat dan berpotensi menyebabkan klaim tertunda.

Keterbatasan fasilitas menjadi hambatan dalam proses klaim BPJS rawat inap di
Rumah Sakit X. Kondisi ini menyebabkan ketidakakuratan kode diagnosa dan tindakan,
keterlambatan klaim, serta meningkatnya kasus pending klaim. Oleh karena itu, diperlukan
pemeliharaan infrastruktur, optimalisasi penggunaan alat, pengadaan teknologi informasi
yang memadai, peningkatan jaringan internet dan server lokal, serta integrasi SIMRS
dengan e-klaim dan v-klaim. Peneliti menilai bahwa masalah ini bukan hanya karena
keterbatasan anggaran, tetapi juga kurangnya perencanaan strategis dan komitmen
manajerial. Sistem klaim masih dianggap administratif, bukan sebagai bagian penting dari
keberlanjutan operasional Rumah Sakit. Peneliti merekomendasikan audit fasilitas secara
berkala, integrasi sistem informasi sesuai standar BPJS, serta investasi fasilitas sebagai
upaya peningkatan mutu layanan dan efisiensi pengelolaan klaim. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa keterbatasan fasilitas berperan dalam terjadinya pending klaim rawat
inap di Rumah Sakit X.

SOP

SOP merupakan pedoman kerja yang membantu pegawai melaksanakan tugas
sesuai standar [18]. Dalam penelitian ini, SOP penting untuk mencegah pending klaim
karena mengatur proses mulai dari pengumpulan berkas hingga pengiriman ke BPJS.
Tanpa SOP, proses klaim rawan tidak konsisten dan rentan kesalahan. Wawancara
menunjukkan bahwa saat ini hanya tersedia SOP untuk koding diagnosis.

“Punya SOP pengkodingan”
Informan 1, 2025
Hal tersebut sesuai dengan hasil dokumentasi bahwa terdapat adanya SOP koding

sebagai berikut.
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RODING CIANGNOSA FENYARIT FARIEN

uuuuuuuuuu

T PROSEDUR

6. Enter kolom tanggal

7. Tekan F3 kemudian insert lalu F2

8. Pilih kode penyakit yang sudah dicari melalui buku 1ICD
X, tekan enter

9. Pilih diagnosa utama atau banding tekan enter

10. Pilih kasus baru atau lama tekan enter

11 Tekan “Esc”

Gambar 1. SOP Koding

Namun, observasi menunjukkan pelaksanaan belum sesuai SOP karena masih
dilakukan manual, padahal seharusnya menggunakan SIMRS. Selain itu, belum ada SOP
khusus untuk klaim JKN-KIS, yang berdampak pada kinerja petugas.

“Belum ada SOP”
Informan 4, 2025
Tanpa SOP di bagian klaim, petugas bekerja berdasarkan pengalaman, sehingga
roses tidak konsisten dan perbaikan klaim hanya mengikuti hasil pending dari BPJS.
“Hanya menyesuaikan dari lembaran print BP]S yang suruh ganti kodenya sesuai hasil
print-printnan itu”
Informan 1, 2025
“Kita hanya berdasarkan jumlah klaim yang diberikan oleh BP]S”
Informan 4, 2025

Ketiadaan SOP berdampak pada efektivitas dan efisiensi kerja karena tidak ada dasar
aturan yang jelas [19]. Dalam sistem JKN-KIS yang sering berganti petugas, SOP diperlukan
agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk memastikan prosedur dijalankan dengan
benar. Oleh karena itu, perlu disusun SOP khusus untuk proses klaim rawat inap guna
meningkatkan ketepatan dan kualitas pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
adanya SOP dalam proses klaim rawat inap menjadi penyebab pending klaim rawat inap.

Analisis Pending Klaim Rawat Inap Berdasarkan Faktor Ability (Kemampuan)
Pendidikan

Pendidikan adalah seluruh proses belajar sepanjang hayat yang berpengaruh positif
pada pertumbuhan individu. Dalam penelitian ini, pendidikan yang dimaksud adalah
pendidikan formal yang terlibat dalam pelaksanaan klaim BPJS rawat inap di Rumah Sakit
X. Petugas koder telah memenuhi syarat pendidikan sesuai Permenkes Nomor 24 Tahun
2022, yaitu minimal D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
“Ya sudah sesuai, D3 Rekam Medis”

Informan 1, 2025
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DPJP dan petugas verifikasi juga memiliki latar belakang kedokteran yang
mendukung pemahaman terhadap diagnosis dan terapi.

“Sudah sesuai”
Informan 3, 2025
“Dokter”
Informan 6, 2025

Namun, koordinator JKN-KIS dan petugas entri rawat inap belum memiliki latar

belakang yang sesuai.

“SMEA”
Informan 4, 2025
“Sarjana Ekonomi”
Informan 5, 2025
Latar belakang pendidikan non-kesehatan ini dapat memengaruhi kualitas

pencatatan dan pengolahan data medis karena keterbatasan pemahaman istilah medis dan
kode diagnosis, sehingga berisiko menimbulkan kesalahan entri data. Menurut Fauzan &
Arnawilis (2022), pendidikan yang sesuai penting untuk meningkatkan kompetensi dalam
pencatatan medis dan pengkodean. Namun, Informan 5 menyatakan bahwa pendidikan
tidak berpengaruh terhadap pengetahuan kerja.

“Tidak ada keterkaitan”

Informan 5, 2025

Pernyataan ini tidak sejalan dengan Sari & Widodo (2021) yang menyebutkan bahwa

tenaga kesehatan dengan pendidikan yang sesuai lebih teliti dalam mengelola data medis.
Sebaliknya, Informan 6 menyatakan latar belakang kedokteran sangat membantunya dalam
memahami resume medis, mendukung temuan Nugraha et al. (2023) bahwa tenaga
kesehatan yang relevan lebih cepat mengenali kesalahan entri dan memahami aspek klinis
pencatatan. Dengan demikian, pendidikan formal berperan penting dalam proses klaim.
Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan pada beberapa petugas dapat mengganggu
keakuratan data. Oleh karena itu, disarankan adanya penyesuaian atau pelatihan agar
pelaksanaan tugas berjalan objektif dan sesuai standar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
pendidikan yang tidak sesuai menjadi faktor penyebab pending klaim rawat inap di Rumah
Sakit X.

Pengetahuan

Pengetahuan adalah kemampuan kognitif petugas untuk memahami dan
menjalankan tugasnya, yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman [21].
Dalam penelitian ini, pengetahuan mencakup pemahaman petugas terhadap tugas masing-
masing sesuai regulasi, seperti kelengkapan berkas, penegakan diagnosis, pengkodean
sesuai ICD-10 dan ICD-9-CM, serta proses entri dan grouping INA-CBGs. Namun, hasil
wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan koder di Rumah Sakit X masih terbatas,
khususnya terkait entri data dan grouping INA-CBGs.
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“Untuk koding mengkoding status dari masing-masing ruangan dan untuk entri data dan
grouping di Rumah Sakit bukan dilakukan oleh koder, yang melakukan adalah bagian
pengajuan klaim”

Informan 1, 2025
“Yang saya ketahui hanya koding R, entri data dan grouping Ina CBG’s tidak tau”
Informan 2, 2025

Koder hanya mengerjakan pengkodean, sementara entri dan grouping dilakukan

oleh bagian klaim. Hal ini menunjukkan perlunya pelibatan koder dalam seluruh proses
agar ketepatan kode dan pemahaman terhadap klaim rawat inap meningkat. Terkait
pending klaim, kedua informan memahami penyebab utamanya, seperti ketidaktepatan
kode dan ketidaklengkapan berkas.

“Pending klaim RI setau saya perbaikan dengan berkas klaim yang diajukan RS yang belum
lengkap, ketidaktepatan pemberian kode diagnosa ataupun prosedur tindakan, ketidaksesuaian
pembiayaan selama pasien dirawat kurangnya rekapan rekapitulasi di RS”
Informan 1, 2025
“Pending klaim RI yang sudah diverifikasi dan tidak sesuai”

Informan 2, 2025

Pengetahuan tentang penyebab pending sangat penting karena berdampak pada

efisiensi administrasi dan arus kas rumah sakit. Putri et al. (2021) menyatakan bahwa 65%
pending klaim rawat inap disebabkan oleh kesalahan administratif, terutama dalam
pengkodean dan dokumen pendukung. Sehingga pengetahuan petugas merupakan faktor
penyebab pending klaim rawat inap di Rumah Sakit X.

Pengalaman

Pengalaman merupakan kejadian yang pernah dialami seseorang, baik dalam waktu
dekat maupun lampau [22]. Dalam konteks penelitian ini, pengalaman merujuk pada
lamanya petugas menangani klaim BPJS rawat inap, termasuk kemampuan dalam
menyelesaikan resume medis, pengkodean, entri, dan perbaikan klaim secara benar dan
lengkap. Berdasarkan wawancara, masa kerja petugas bervariasi antara 1 tahun 2 bulan
hingga 28 tahun. Petugas yang telah bekerja lebih dari satu tahun cenderung dapat
melakukan kodifikasi lebih cepat, misalnya dalam waktu 2-3 menit. Sebaliknya, petugas
yang baru bekerja selama satu tahun umumnya belum pernah melakukan perbaikan klaim
atau masih memerlukan waktu lebih lama karena harus mencari berkas manual.

Menurut Tarigan et al., (2024), semakin lama pengalaman kerja seseorang, semakin
mahir pula ia dalam mengelola proses klaim [24]. Hal ini terlihat dari kemampuan petugas
yang lebih senior dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti perbaikan koding pending
klaim dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan petugas yang masih baru. Meski begitu,
wawancara juga menunjukkan bahwa tidak semua petugas sepakat mengenai hubungan
antara pengalaman kerja dan kejadian pending klaim. Beberapa menyatakan tidak ada
pengaruh, sementara yang lain mengakui bahwa pengalaman membantu dalam memahami
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proses klaim, namun tetap perlu pembaruan informasi karena aturan bisa berubah
sewaktu-waktu.

Dengan demikian, pengalaman kerja berperan penting dalam efektivitas
pengelolaan klaim, terutama dalam mempercepat dan meningkatkan akurasi proses klaim.
Namun, pembaruan pengetahuan terkait kebijakan atau berita acara dari BPJS juga sangat
dibutuhkan untuk mencegah kesalahan atau pending klaim. Temuan ini sejalan dengan
Tuzzahra et al., (2024) yang menekankan pentingnya pengalaman kerja dan keterbiasaan
dengan sistem e-claim dalam meningkatkan keterampilan petugas. Petugas JKN KIS sudah
memiliki pengalaman yang memadai karena memiliki pengalaman kerja lebih dari 1 tahun
sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja bukan merupakan faktor penyebab
pending klaim rawat inap di Rumah Sakit X.

Pelatihan

Peningkatan potensi SDM dapat dilakukan melalui pelatihan atau seminar guna
menambah pengetahuan, memotivasi karyawan, dan meningkatkan kinerja. Dalam konteks
klaim BPJS rawat inap di Rumah Sakit X, pelatihan bertujuan mengembangkan
keterampilan petugas. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa lima dari enam
informan belum pernah mengikuti pelatihan terkait kodefikasi atau pengajuan klaim, yang
bertentangan dengan Kepmenkes RI Nomor: HK.01.07/MENKES/312/2020 mengenai
pentingnya pelatihan berkelanjutan. Hanya satu informan, yaitu petugas verifikator
internal, yang mengaku pernah mengikuti pelatihan. Hal tersebut dibuktikan dengan
dokumentasi sertifikat pelatihan sebagai berikut.

CASEMIX COMMUNITY ACADEMIY
Certificate of Completion
“.-;;-um Kepada

Telah dkan Penug: Pasca P Peng P Tim
Casemix Dalam Melakukan Proses Klaim, Dan Kupas Tuntas Analisis Biaya Data
Klaim dalam rangka KMKS serta Monitoring Panduan Praktek Kiinis (PPK) dalam
Pulayanan Pasien JXN
Bandung, 3 - 5 Mel 2024

e

Gambar 2. Sertifikat Pelatihan

Ketidakterlibatan petugas koder, dokter, dan petugas entri klaim dalam pelatihan
dapat memengaruhi akurasi kerja dan meningkatkan risiko pending klaim [26]. Ketiadaan
diseminasi hasil pelatihan juga menimbulkan kesenjangan pengetahuan dalam tim. Oleh
karena itu, dibutuhkan sistem transfer knowledge secara internal serta perencanaan pelatihan
rutin agar seluruh petugas klaim memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan
kompetensinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan faktor penyebab
pending klaim rawat inap di Rumah Sakit X.
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Kesimpulan

1. Berdasarkan variabel motivasi, sub variabel reward menjadi salah satu faktor

penyebab pending klaim rawat inap di Rumah Sakit X. Hal ini disebabkan karena
penghargaan yang diberikan, seperti pujian, belum merata kepada seluruh staf dan
belum ada insentif bagi petugas yang menyelesaikan klaim pending tepat waktu.

. Berdasarkan variabel opportunity, sub variabel job description menjadi salah satu

penyebab pending klaim karena deskripsi tugas dalam SK masih kurang lengkap
dan tidak terperinci. Sub variabel fasilitas juga turut memengaruhi, mengingat
ketersediaan alat kerja bagi koder, seperti buku ICD-10 dan ICD-9-CM, masih belum
memadai. Selain itu, terdapat keterbatasan perangkat seperti komputer, pemindai
dokumen, dan printer yang dibutuhkan dalam proses klaim. SIMRS yang belum
terhubung dengan sistem V-Claim dan E-Claim juga menjadi kendala. Di sisi lain,
sub variabel SOP turut menjadi faktor karena belum adanya panduan resmi yang
mengatur alur klaim, proses verifikasi, serta penanganan klaim BPJS yang tertunda.

. Berdasarkan variabel Ability, subvariabel pendidikan menjadi salah satu penyebab

pending klaim karena masih terdapat petugas yang belum memenuhi kualifikasi
pendidikan yang sesuai. Subvariabel pengetahuan juga berpengaruh, disebabkan
oleh kurangnya pemahaman petugas terkait proses klaim BPJS dan penanganan
klaim yang tertunda. Selain itu, sub variabel pelatihan turut menjadi faktor penyebab
karena belum adanya pelatihan khusus maupun transfer knowledge terkait
pengelolaan klaim.
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